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BUPATI RAJA AMPAT 

PROVINSI PAPUA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN RAJA AMPAT 
 

NOMOR 1 TAHUN 2022 
 

TENTANG 

 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN ANGGARAN 2022 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI  RAJA AMPAT, 

 

Menimbang :
  

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Bupati Raja 

Ampat menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan 

operasional pelaksanaan APBD; 

 

  b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak 

dan kewajiban secara efektif, efisien, transparan dan 

bertanggungjawab dalam rangka peningkatan 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan masyarakat; 

 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 

2022; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara    Republik  

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75,  Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 3851); 
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  4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya 

Barat, Kabupaten Paniai,  Kabupaten Mimika, Kabupaten 

Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor  3894) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya 

Barat, Kabupaten Paniai,  Kabupaten Mimika, Kabupaten 

Puncak Jaya dan Kota Sorong  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-

I/2003; 

  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6697); 

  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen Kabupaten 

Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten 

Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245); 

  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  9. Undang-ndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab  Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4); 

  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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  11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

  12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang 

Undang Nomor 12 Tahun  2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
  14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4138); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4139); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 
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  21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642); 

  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 541); 

  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana sebgaimana telah diubah dengan Peraturan 

Meneri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);  

  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);  

  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
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  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman penyusunan Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

  32. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintah menjadi kewenangan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja 

Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Raja Ampat Nomor 2); 

  33. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 

2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 167 tahun 

2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Perangkat 

Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 

2020 Nomor 152 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Raja Ampat Nomor 121); 

  34 Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Raja Ampat tahun 2022 Nomor 157); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT 

Dan 

BUPATI RAJA AMPAT 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan:  PERATURAN BUPATI KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN RAJA AMPATAN TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 
Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.350.000.000.000,-  

2. Belanja Daerah Rp. 1.349.000.000.000,-  

Surplus/(Defisit)  Rp. 10.000.000.000,- 

 

3. Pembiayaan Daerah: 

   

    a. Penerimaan Rp. 0,-  

    b. Pengeluaran Rp. 1.000.000.000,-  

Pembiayaan Netto  Rp. (1.000.000.000,) 

Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran Tahun Berkenaan 

 Rp. 0,- 
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Pasal 2 

 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah  sejumlah Rp. 66.849.361.000,- 

b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp. 1.283.150.639.000,- 

 

(2) Pendapatan Asli Daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a, terdiri 

dari jenis pendapatan : 

a. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 34.031.549.000,- 

b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 32.817.767.000,- 

 

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b, terdiri dari 

jenis pendapatan : 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah Rp. 1.248.150.639.000,- 

b. Pendapatan Transfer antar Daerah sejumlah Rp. 35.000.000.000,- 

 

Pasal 3 

 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari : 

a. Belanja Operasi sejumlah Rp. 996.645.111.424,- 

b. Belanja Modal sejumlah Rp. 352.190.850.798,- 

c. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 164.037.778,- 

 

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis 

belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 357.592.046.703,- 

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 597.687.882.855,- 

c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 17.051.353.866,- 

d. Belanja Sosial Rp. 24.313.828.000,- 

 

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis 

belanja : 

a. Belanja Modal Tanah sejumlah Rp. 2.960.107.700,- 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 54.913.229.849,- 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp. 175.044.774.271,- 

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah Rp. 114.600.038.978,- 

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah Rp. 4.672.700.000,-  

 

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri 

dari : 

a. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 164.037.778,- 

 

Pasal 4 

 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari : 

a. Penerimaan sejumlah Rp.  0,- 

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,- 
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Pasal 5 

 

Bupati Raja Ampat menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

 

Pasal 6 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja 

Ampat. 

 

Ditetapkan di Waisai 
pada tanggal 10 Januari 2022 

 
BUPATI RAJA AMPAT, 
         CAP/TTD 

ABDUL FARIS UMLATI 
 
diundangkan di Waisai 

pada tanggal 17 Januari 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT, 
   CAP/TTD 
YUSUF SALIM 

 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022 NOMOR 1 

 
 

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 

 
 

 
MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH 
PEMBINA (IV/a) 

NIP. 19790527 200502 1 001 
 

 
 

 


